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Abstract

Poverty is one of the problems in the socio-economic development in the city 
of Surabaya. Therefore, efforts to eradicate poverty became one of the 
priorities of economic development. The levels of poverty that causes many of 
the female population participate in labor market to reduce poverty through 
work. This paper aims (1) to find out the role of female education on earnings 
in the family in Surabaya and (2) to identify educational strategies should be 
developed for women in the economic strengthening of the family. To 
overcome the problem of poverty, there are several strategies to reduce 
poverty levels. One strategy to reduce poverty is through education. 
Education strategy can be through formal and non-formal education. 
Preschool education and compulsory education is nine years in the majors for 
women residents who are still of school age. Then for the population of 
women who have gone too far do not accidentally drop out of school are given 
informal education strategies with the goal that they have special expertise 
so that they can have access to the labor market (activity and can increase 
income in the family) even though they have no formal education.
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Pendahuluan

Poverty (kemiskinan) merupakan fenomena yang sering diperdebatkan dalam 
mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi khususnya di negera sedang 
berkembang. Persoalan utama dalam pembangunan di negara sedang 
berkembang itu sendiri adalah pengentasan kemiskinan. Pemerintah 
mengupayakan dengan berbagai cara untuk memutus lingkaran setan 
kemiskinan melalui berbagai kebijakan dan strategi.

Di lain sisi, education (pendidikan) dianggap sebagai salah satu strategi yang 
mampu untuk mengatasi masalah kemiskinan. Beberapa ahli ekonomi 
(Adelman, Moris, dan Galbraith dalam Hendra Esmara, 34:1994) menyatakan 
bahwa pendidikan merupakan langkah paling strategis di dalam usaha-usaha 
untuk mengatasi masalah kemiskinan. 

Menurut Schweyen (1992:23) di negara-negara maju seperti Jerman, seorang 
berpendidikan tinggi lebih giat bekerja di bandingkan pekerja berpendidikan 
rendah. Wanita pekerja keras menunda kelahiran anak karena kurangnya 
kuantitas dan kualitas mengasuh. Kasih sayang dan perhatian orang tua 
merupakan syarat optimal pertumbuhan fisik dan anak. Berdasarkan 
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pengetahuan yang diterimanya, wanita berpendidikan akan memilih menunda 
kehamilan dibandingkan memiliki anak tanpa pertumbuhan optimal.

Oleh karenanya peningkatan kesempatan bagi kaum perempuan untuk 
mendapatkan pendidikan, ditinjau dari sudut ekonomi, harus dilaksanakan atas 
dasar empat alasan berikut (Todaro, 2004:25):

1. Tingkat pengembalian dari pendidikan woman (wanita) lebih tinggi 
daripada tingkat pengembalian pendidikan pria di kebanyakan negara 
berkembang.

2. Peningkatan pendidikan kaum wanita tidak hanya menaikkan 
produktivitasnya di lahan pertanian dan pabrik, tetapi juga meningkatkan 
partisipasi tenaga kerja, pernikahan yang lebih lambat, fertilitas yang 
lebih rendah, dan perbaikan kesehatan serta gizi anak-anak.

3. Kesehatan dan gizi anak-anak yang lebih serta ibu yang lebih terdidik 
akan memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas anak bangsa 
selama beberapa generasi.

4. Karena kaum wanita memikul beban terbesar dari kemiskinan dan 
kelangkaan lahan garapan yang melingkupi masyarakat di negara 
berkembang, maka perbaikan yang signifikan dalam peran dan status 
wanita melalui pendidikan dapat mempunyai dampak penting dalam 
memutuskan lingkaran kemiskinan serta pendidikan yang tidak 
memadai.

Rumusan Masalah
1. Bagaimana peran pendidikan perempuan terhadap peningkatan ekonomi 

dalam keluarga?
2. Bagaimana strategi pendidikan yang harus dikembangkan bagi 

perempuan dalam peningkatan ekonomi keluarga?

Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui kondisi pendidikan perempuan dan peran pendidikan 

perempuan terhadap pendapatan dalam keluarga di Kota Surabaya.
2. Untuk mengetahui strategi pendidikan yang harus di kembangkan bagi 

perempuan dalam peningkatan ekonomi keluarga. 

Landasan Teori

Definisi Kemiskinan
Menurut Bappenas 
Dalam konteks strategi penanggulangan kemiskinan ini, kemiskinan 
didefinisikan sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-
laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan 
dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Definisi kemiskinan  ini 
beranjak dari pendekatan berbasis hak yang mengakui bahwa masyarakat 
miskin, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai hak-hak dasar yang 
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sama dengan anggota masyarakat lainnya. Kemiskinan tidak lagi dipahami 
hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan 
hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok 
orang, laki-laki dan perempuan, dalam menjalani kehidupan secara 
bermartabat. 

Hak-hak dasar terdiri dari hak-hak yang dipahami masyarakat miskin sebagai 
hak mereka untuk dapat menikmati kehidupan yang bermartabat dan hak yang 
diakui dalam peraturan perundang-undangan. Hak-hak dasar yang diakui 
secara umum antara lain meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, 
pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam 
dan lingkungan hidup, rasa aman dan perlakukan atau ancaman tindak 
kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik 
bagi perempuan maupun laki-laki. 

Hak-hak dasar tidak berdiri sendiri sendiri tetapi saling mempengaruhi satu 
sama lain sehingga tidak terpenuhinya satu hak dapat mempengaruhi 
pemenuhan hak lainnya. Dengan diakuinya konsep kemiskinan berbasis hak, 
maka kemiskinan dipandang sebagai suatu peristiwa penolakan dan tidak 
terpenuhinya hak. Konsep ini memberikan pengakuan bahwa orang miskin 
terpaksa menjalani kemiskinan dan seringkali mengalami pelanggaran hak yang 
dapat merendahkan martabatnya sebagai manusia. Oleh karena itu, konsep ini 
memberikan penegasan terhadap kewajiban negara untuk menghargai, 
melindungi dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin tersebut. 
Kemiskinan merupakan fenomena yang kompleks, bersifat multidimensi dan 
tidak dapat secara mudah dilihat dari suatu angka absolut. 

Menurut Bank Dunia
Kemiskinan adalah keadaan dimana seseorang hidup dengan konsumsi kurang 
dari 2 US Dollar per hari (Todaro, 2004:230). Konsumsi dibagi menjadi dua 
yaitu: makanan dan bukan makanan pengeluaran konsumsi yang meliputi 
makanan adalah sumber bahan pokok, seperti beras, minyak dan sebagainya. 
Sedangkan, bukan makanan meliputi sandang dan papan. Dengan cara ini, 
maka kemiskinan diukur sebagai tingkat konsumsi perkapita dibawah suatu 
standar tertentu yang disebut sebagai garis kemiskinan. Mereka yang berada di 
bawah garis kemiskinan tersebut dikatagorikan sebagai miskin. Garis 
kemiskinan dihitung dengan cara menjumlahkan:

1. Biaya untuk memperoleh sekeranjang makanan dengan kandungan 2100 
kalori per kapita perhari, dan

2. Biaya untuk memperoleh sekeranjanag bahan bukan makanan yang 
dianggap dasar seperti pakaian, perumahan, kesehatan, transportasi, 
dan pendidikan. 

Menurut United Nation Development Programme (UNDP)
UNDP menyatakan bahwa kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang 
kehilangan tiga hal utama, yaitu (www.undp.org):

1. Kehidupan (lebih dari 30 persen penduduk negara-negara yang paling 
miskin cenderung hidup kurang dari empat puluh tahun).

2. Pendidikan dasar (diukur dari persentase penduduk dewasa yang buta 
huruf).
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3. Ketetapan ekonomi (economic provisioning) di ukur oleh persentase 
penduduk yang tidak memilki akses terhadap pelayanan kesehatan dan 
air bersih ditambah persentase anak-anak di bawah usia lima tahun yang 
kekurangan berat badan.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) 
Dalam konteks strategi penanggulangan kemiskinan ini, kemiskinan 
didefinisikan sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-
laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan 
dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Definisi kemiskinan ini 
beranjak dari pendekatan berbasis hak yang mengakui bahwa masyarakat 
miskin, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai hak-hak dasar yang 
sama dengan anggota masyarakat lainnya. Kemiskinan tidak lagi dipahami 
hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan 
hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok 
orang, laki-laki dan perempuan, dalam menjalani kehidupan secara 
bermartabat.

Hak-hak dasar terdiri dari hak-hak yang dipahami masyarakat miskin sebagai 
hak mereka untuk dapat menikmati kehidupan yang bermartabat dan hak yang 
diakui dalam peraturan perundang-undangan. Hak-hak dasar yang diakui 
secara umum antara lain meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, 
pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam 
dan lingkungan hidup, rasa aman dar perlakukan atau ancaman tindak 
kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik 
bagi perempuan maupun laki-laki. Hak-hak dasar tidak berdiri sendirisendiri 
tetapi saling mempengaruhi satu sama lain sehingga tidak terpenuhinya satu 
hak dapat mempengaruhi pemenuhan hak lainnya.

Dengan diakuinya konsep kemiskinan berbasis hak, maka kemiskinan 
dipandang sebagai suatu peristiwa penolakan dan tidak terpenuhinya hak. 
Konsep ini memberikan pengakuan bahwa orang miskin terpaksa menjalani 
kemiskinan dan seringkali mengalami pelanggaran hak yang dapat 
merendahkan martabatnya sebagai manusia. Oleh karena itu, konsep ini 
memberikan penegasan terhadap kewajiban negara untuk menghargai, 
melindungi dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin tersebut. 

Penyebab Kemiskinan
Ada banyak penyebab kemiskinan, dan tak ada satu jawaban yang mampu 
menjelaskan semuanya sekaligus. Ini ditunjukkan oleh adanya berbagai 
pendapat mengenai penyebab kemiskinan sesuai dengan keadaan, waktu, dan 
tempat tertentu yang mencoba mencari penyebab kemiskinan. Tetapi dapat kita 
simpulkan bahwa penyebab dasar kemiskinan antara lain (Nurske, 1953):

1. Kegagalan kepemilikan, terutama tanah dan modal;
2. Terbatasnya ketersediaan bahan kebutuhan dasar, sarana dan prasarana;
3. Kebijakan pembangunan yang bias perkotaan dan bias sektor;
4. Adanya perbedaan kesempatan diantara anggota masyarakat dan system 

yang kurang mendukung;



5. Adanya perbedaan sumberdaya manusia dan perbedaan antar sektor 
ekonomi (ekonomi tradisional versus ekonomi modern);

6. Rendahnya produktivitas dan tingkat pembentukan modal dalam 
masyarakat;

7. Budaya hidup yang dikaitkan dengan kemampuan seseorang mengelola 
sumberdaya alam dan lingkungannya;

8. Tidak adanya tata pemerintahan yang bersih dan baik (good 
governance);

9. Pengelolaan sumberdaya alam yang berlebihan dan tidak berwawasan 
lingkungan.

Realitas menunjukkan bahwa kemiskinan juga disebabkan:
A. Keterbatasan pendapatan, modal dan sarana untuk memenuhi kebutuhan 

dasar, termasuk:
1. Modal sumberdaya manusia, misalnya pendidikan formal, 

keterampilan, dan kesehatan yang memadai;
2. Modal produksi, misalnya lahan, dan akses terhadap kredit;
3. Modal sosial, misalnya jaringan sosial dan akses terhadap kebijakan 

dan keputusan politik;
4. Sarana fisik, misalnya akses terhadap prasarana dasar seperti jalan, 

air bersih, listrik;
5. Termasuk hidup di daerah yang terpencil.

B. Kerentanan dan ketidakmampuan menghadapi goncangan-goncangan 
karena :
1. Krisis ekonomi:
2. Kegagalan panen karena hama, banjir atau kekeringan;
3. Kehilangan pekerjaan (PHK);
4. Konflik sosial dan politik;
5. Korban kekerasan sosial dan rumah tangga;
6. Bencana alam (longsor, gempa bumi, perubahan iklim global);
7. Musibah (jatuh sakit, kebakaran, kecurian atau ternak terserang 

wabah penyakit).

C. Tidak adanya suara yang mewakili dan terpuruk dalam ketidakberdayaan 
di dalam institusi negara dan masyarakat karena:
1. Tidak ada kepastian hukum;
2. Tidak ada perlindungan dari kejahatan;
3. Kesewenang-wenangan aparat;
4. Ancaman dan intimidasi;
5. Kebijakan publik yang tidak peka dan tidak mendukung upaya

penanggulangan kemiskinan;
6. Rendahnya posisi tawar masyarakat miskin.

Sedangkan menurut Devereux dalam Teddy Lesmana (2007) Berbagai 
kelompok orang yang tergolong miskin menjadi miskin karena berbagai 
penyebab dan alasan yang berbeda. Membagi determinan penyebab kemiskinan 
ke dalam tiga kelompok. Pertama, kemiskinan yang disebabkan oleh
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produktivitas rendah (ketidakcukupan pendapatan atas upaya kerja dan 
minimnya kepemilikan dan utilisasi input-input produktif). Kedua, kemiskinan 
karena kerentanan (risiko dan konsekuensi atas turunnya pendapatan dan 
konsumsi). Ketiga, kemiskinan karena ketergantungan (ketidakmampuan 
untuk menghasilkan pendapatan akibat ketidakmapuan untuk bekerja).

Kemiskinan yang disebabkan oleh produktivitas rendah dapat diatasi dengan 
kebijakan intervensi yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan dalam 
bentuk program peningkatan produktivitas. Sementara itu, kerapuhan dalam 
pendapatan kaum miskin dapat diatasi dengan kebijakan jaringan pengaman 
sosial jangka pendek baik dalam bentuk tunai atau bahan makanan, upaya 
perbaikan sistem pendapatan, atau penciptaan kesempatan dalam memperoleh 
pendapatan. Terakhir, kemiskinan yang disebabkan oleh ketergantungan akibat 
ketidakmampuan fisik, mental, usia lanjut, bisa ditangani dengan membangun 
sistem kesejahteraan sosial antara lain melalui program semacam bantuan 
tunai langsung.

Peranan Perempuan dalam pengentasan Kemiskinan
Kaum perempuan pedesaan memainkan peranan kunci di dalam masyarakat 
dalam 3 tingkatan. Pada tingkatan yang cukup berarti, sebagai tenaga kerja 
(entah itu dihitung atau tidak oleh statistik pemerintah), mereka sangat penting 
untuk menggerakkan roda ekonomi atau pembangunan nasional. Melalui peran 
domestik, mereka memberikan kontribusi yang sangat menentukan kepada 
kaum laki-laki yang berfungsi sebagai tenaga kerja. Di tingkat rumah tangga 
mereka merupakan produsen yang menciptakan barang dan jasa baik yang 
dipasarkan maupun tidak dipasarkan di tingkat nasional. Dalam keadaan gawat, 
perempuan merupakan sumber nilai yang mengamankan. Mereka adalah 
sumberdaya yang menghimpun dan mengakumulasi modal bahkan jauh lebih 
efektif daripada laki-laki. Dalam kaitan antar generasi, sebagai ibu generasi 
mendatang yang menghasilkan tenaga kerja dan peradaban, mereka 
merupakan agen yang sangat menentukan bagi perubahan anak-anak mereka.

Kaum perempuan memiliki arti penting terhadap penghapusan kemiskinan 
tingkat nasional, yaitu sebagai sumber tenaga kerja yang memberikan 
kesejahteraan dan peningkatan pendapatan nasional meskipun hampir 
sebagian besar kontribusi mereka tidak pernah diperhitungkan atau dinilai 
secara rendah. Berbagai pendapat menyatakan bahwa apabila kegiatan 
produktif dan reproduktif kaum perempuan pedesaan sungguh-sungguh 
disatukan kedalam pendapatan nasional bisa memberikan kontribusi sebesar 
30-40 persen dari Pendapatan Kotor Nasional (GNP: Gross National Product).

Pada tingkat rumah tangga pedesaan peran kaum perempuan sangat khusus 
sebab kemiskinan di pedesaan memiliki segi-segi yang kompleks terutama 
sebagai konsekuensi rendahnya produktivitas pendapatan pokok. Sebagai 
akibat dari kesenjangan pendidikan dan keterampilan, rumah tangga miskin 
memerlukan lebih dari sekadar tingkat pendapatan yang tinggi untuk dapat 
bertahan hidup. Pendapatan yang disumbangkan oleh kaum perempuan
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merupakan komponen penting total pendapatan rumah tangga miskin. Rumah 
tangga miskin di pedesaan sangat bergantung pada kontribusi perempuannya 
dalam subsistensi penyediaan pangan dan lainnya yang mereka terima dari 
sektor kegiatan non-pertanian atau bekerja di pabrik-pabrik yang ada di sekitar 
wilayah mereka. Kebanyakan penghasilan mereka secara kualitatif untuk 
kepentingan masa depan anak-anak mereka. Hal ini berbeda dengan kaum laki-
laki yang banyak menghabiskan penghasilannya untuk kepentingan pribadi 
seperti rokok, minuman, dan sebagainya.

Peran tidak langsung perempuan di tingkat rumah tangga adalah kontribusinya 
terhadap pendapatan. Kaum perempuan sebagai isteri dan ibu ialah mendukung 
dan memperluas kapasitas keanggotaan keluarga pihak laki-laki dan 
mendukung anak-anak perempuan yang bekerja melaksanakan kegiatan 
ekonomi. Mereka menghabiskan waktunya bekerja menggarap lahan dengan 
hasil kultivasi yang rendah atau mengumpulkan makanan dari ladang-ladang 
atau hutan-hutan dalam rangka menyelamatkan secara langsung kehidupan 
keluarga mereka. Semakin miskin suatu keluarga pedesaan, maka makin 
banyak waktu yang harus disediakan oleh kaum perempuannya untuk dapat 
mempertahankan kehidupan rumah tangga mereka (Dinata, 2004).

Kontribusi Perempuan dalam Perekonomian
Jumlah perempuan yang ikut menopang ekonomi baik dalam keluarga maupun 
di tingkat yang lebih luas yaitu di daerah tingkat kabupaten, propinsi maupun di 
tingkat nasional boleh dibilng tinggi. Bisa kita lihat di setiap keluarga  lebih dari 
50 persen perempuan ikut bekerja. Baik sebagai pekerja formal, pekerja 
nonformal seperti pengusaha kecil, pedagang, buruh atau bahkan hanya 
pekerja paruh waktu sambil mengelola keluarga. Maka dapat kita katakan 
perempuan memiliki kontribusi secara ekonomi baik bagi keluarga maupun 
negara:

1. Perempuan memberi sumbangan atau kontribusi secara ekonomi bagi 
keluarga manakala penghasilan suami tidak mencukupi atau bahkan bila 
suami tidak bekerja. 

2. Bagi negara kontribusi perempuan diberikan karena ikut serta 
meningkatkan pendapatan bagi masyarakat dan pada gilirannya juga ikut 
serta meningkatkan pendapatan perkapita serta meningkatkan daya beli 
masyarakat sehingga secara keseluruhan ikut serta meningkatkan 
perekonomian secara makro.

3. Ikut serta dalam proses produksi hasil pertanian dalam upaya 
menciptakan katahanan pangan nasional. Rendahnya upah mereka 
adalah sumbangan kepada negara dan masyarakat luas untuk tetap 
dapat menjangkau harga pangan, sandang dan papan. 

4. Memberikan sumbangan tenaga sangat murah kepada biaya dan proses 
produksi.

5. Potensi yang dimiliki.
6. Perempuan memiliki semangat yang besar dalam mengupayakan 

kebutuhan untuk keluarganya, meski dalam kenyataan masyarakat 
menganggap hanya laki-laki yang menjadi kepala keluarga, namun bila
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ada kekurangan dalam keluarga perempuan akan berusaha menutup 
kekurangan tersebut. Dengan segala kekurangan dan kelebihannya 
perempuan memiliki semangat yang besar dalam berusaha untuk 
mendapatkan penghasilan bagi keluarganya. 

Perempuan belum mendapat kesempatan untuk mengisi posisi yang strategis 
seperti di legislatif dan eksekutif. Karena tidak ada keterwakilan dalam 
lembaga–lembaga tersebut maka aspirasi yang muncul untuk 
diperjuangkanpun sering kali tidak mendapatkan prioritas. Sebab yang duduk di 
lembaga tidak dapat merasakan persoalan yang dihadapi oleh perempuan. 
Namun bila perempuan memiliki wakil maka sangat memungkinkan bila aspirasi 
perempuan dapat tertangkap sebab yang duduk di lembaga tersebut juga 
perempuan dan tentu saja ikut merasakan persoalan yang dihadapi oleh kaum 
perempuan. Maka bila kesempatan telah diberikan dan dapat dimanfaatkan oleh 
perempuan, maka keputusan yang dihasilkan pun tidak akan bias gender 
(Dinata, 2004).

Peran Pendidikan Dalam Perekonomian
Loening (2002) yang melakukan studi tentang peranan pendidikan sebagai 
bagian dari investasi modal manusia dalam mempengaruhi perekonomian di 
Guatemala. Dari studi tersebut telah disimpulkan bahwa modal manusia dapat 
mempengaruhi perekonomian melalui dua jalur. Jalur pertama, jumlah tenaga 
kerja dengan pendidikan yang lebih baik memiliki dampak positif dan signifikan 
terhadap pertumbuhan ekonomi melalui faktor akumulasi. Dikatakan bahwa 
setiap 1 persen peningkatan rata-rata tahun sekolah (average years of 
schooling) akan menaikkan output per tenaga kerja sekitar 0.16 persen. Jalur 
kedua, rata-rata tingkat modal manusia memiliki dampak terhadap evolusi total 
factor productivity (TFP). 

Berg (2001: 55-56) mengungkapkan bahwa peningkatan peranan pendidikan 
dalam perekonomian juga akan menambah stok modal manusia yakni yang 
berupa kapasitas kemampuan penduduk untuk memproduksi barang dan jasa. 
Tidaklah mengherankan bahwa di antara  tingkat pendidikan yang dicapai 
penduduk sangat terkait dengan GDP per kapita. Dengan pendidikan, penduduk 
akan dapat mengetahui pilihan yang lebih baik serta dapat mencapai 
peningkatan nilai ekonomi yang lebih baik.

Schiller (2001) mengemukakan tiga alasan mengapa jenjang pendidikan sangat 
mempengaruhi tingkat pendapatan:

1. Tingkat pendidikan akan mempengaruhi tingkat produktivitas, baik secra 
langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari pertambahan 
ketrampilan dan pengetahuan

2. Dengan tingkat pendidikan yang semakin tinggi akan terbuka 
kesempatan kerja yang lebih luas.

3. Lembaga-lembaga pendidikan tertentu dapat berfungsi selaku badan 
penyalur tenaga kerja.
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Kerangka Pemikiran
Analisis yang dikembangkan dalam tulisan ini adalah analisis deskriptif yang 
digunakan untuk menjelaskan pokok-pokok pikiran seperti berikut:
Penulis menggunakan salah satu dari kebijakan pengentasan kemiskinan yaitu 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna menurunkan jumlah tingkat 
kemiskinan. Sehingga penulis juga mengambil satu dari beberapa strategi 
pengentasan kemiskinan yaitu peningkatan kualitas pendidikan wanita, 
diharapkan dengan adanya peningkatan pendidikan ini wanita dapat 
meningkatakan kesejahteraan keluarganya. Penulis mengambil pendidikan 
wanita disebabkan karena pendidikan merupakan salah satu dari dua korelasi 
kemiskinan. Sedangkan yang dimaksud dengan korelasi kemiskinan disini 
adalah kondisi yang kerap menertai status miskin seorang individu, suatu rumah 
tangga ataupun wilayah. Dimana mengangkat suatu rumah tangga atau 
individu ke atas garis kemiskinan membutuhkan pemahaman yang tidaklah 
statis. 

Peningkatan pendapatan tidak identik dengan membagi-bagi uang. 
Peningkatan pendapatan dalam pengentasan konteks pengentasan kemiskinan 
harus dipahami dalam konteks pembentukan pendapatan itu sendiri. Di sinilah 
maka mutu modal manusia tersebut menjadi penting (Nazara 2007:7). Oleh 
sebab itu penulis mengambil individu wanita (menanggung beban kemiskinan 
terbesar) guna ditingkatkan mutu sumberdaya manusianya agar dapat 
meningkatkan pendapatan dalam keluarganya. Dimana dengan semakin 
banyaknya wanita yang berpendidikan diharapkan dapat menurunkan angka 
fertilitas. Sebab semakin banyak wanita yang berpendidikan mereka akan dapat 
memperkirakan seberapa mampukah mereka dapat mendidik anaknya sampai 
ke jenjang pendidikan yang tertinggi. Dari sinilah kemudian kemiskinan 
diharapakan dapat dikurangi. 

Metode Analisis
Dalam penelitian ini metode analisis yang dipergunakan adalah analisis 
deskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk mengulas dan menggambarkan 
bagaimana peranan perempuan mengentas kemiskinan melalui sektor 
pendidikan di Kota Surabaya. Kemudian dari analisis dan data-data tersebut 
dapat dikemukakan strategi pendidikan yang harus dikembangkan sesuai 
dengan kondisi penduduk Surabaya.

Hasil dan Pembahasan

Kemiskinan di Surabaya
Di Surabaya, tingkat kemiskinan terus mengalami peningkatan yang cukup 
mencengangkan. Menurut hasil survei Badan Perencanaan Pembangunan 
Masyarakat dan Keluarga Berencana (Bappemas dan KB), jumlah keluarga 
miskin di Kota Surabaya pada akhir tahun 2006 mencapai 111.897 keluarga 
atau sekitar 528.745 jiwa. Sedangkan pada tahun 2005 masih 111.223 keluarga
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miskin atau 377.832 jiwa. Jadi, jika dikalkulasi dalam setahun jumlah 
kemiskinan meningkat sebanyak 647 keluarga atau 150.913 jiwa atau sebesar 
39,94 persen. Sementara itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 
hampir setengah warga Jatim berada dalam garis kemiskinan.

Selain kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka juga tergolong cukup tinggi. 
Tahun 2006, warga yang belum mendapat pekerjaan sebanyak 93.136 orang 
(7,28 persen). Sebelumnya, pada tahun 2005 jumlah pengangguran sebanyak 
95.775 orang. Mereka itu rata-rata diatas usia 15 tahun. Salah satu penyebab 
banyaknya pengangguran adalah minimnya lapangan pekerjaan (Hadi, 2007 
dalam www. Surabaya. go. id).

Kemiskinan merupakan faktor utama penyebab meningkatnya kasus gizi buruk 
di Kota Surabaya sejak awal tahun 2008. Tingkat kemiskinan warga Kota 
Surabaya hingga kini masih terbilang cukup tinggi. Hal itu dapat dilihat dari 
masih tingginya tingkat pengangguran yang ada di tiap-tiap wilayah, terutama 
di daerah-daerah pinggiran kota, banyak orang tua tidak mampu memberikan 
makanan yang cukup gizi kepada anaknya. Sehingga mengakibatkan kasus gizi 
buruk semakin meningkat. Kasus gizi buruk tertinggi di Surabaya terdapat di 
wilayah Surabaya Barat tepatnya di Kecamatan Tandes dengan jumlah 225 anak 
usia bawah lima tahun (balita) disusul kemudian kecamatan Pakal sebanyak 82 
balita, Benowo 26 balita, Sambikerep 29 balita, Lakarsantri 16 balita dan Dukuh 
Pakis 20 balita. Kecamatan yang ada di wilayah Surabaya Barat memang 
berpotensi adanya kasus gizi buruk.

Strategi Pendidikan Untuk Mengurangi Kemiskinan
Pendidikan merupakan proses pemberdayaan seseorang sebagai subyek 
sekaligus obyek untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Peningkatan 
pendidikan sangat berperan dalam meningkatkan kualitas sumberdaya 
manusia.

Kegiatan pendidikan tidak hanya dilakukan melalui jalur pendidikan formal pada 
berbagai institusi pendidikan, tetapi dapat juga dilakukan secara non 
formal/informal dalam lingkungan keluarga dan masyarakat umum.Oleh sebab 
itu strategi yang digunakan pun merupakan strategi pendidikan guna 
meningkatkan kualitas pendidikan perempuan, yang diharapkan dapat 
mengurangi jumlah penduduk miskin di Kota Surabaya sehingga kemiskinan 
dapat dientaskan. Strategi pendidikan yang sesuai yaitu:

1. Strategi Pendidikan Pra Sekolah dan Wajib Belajar Sembilan 
Tahun
Strategi pendidikan ini diberikan karena melihat banyaknya angka putus 
sekolah untuk penduduk perempuan pada tingkat ini. Sedangkan 
Pendidikan Pra Sekolah diberikan dengan alasan untuk memperkenalkan 
dunia pendidikan kepada anak-anak yang akan memasuki usia sekolah, 
sehingga mereka akan mengetahui betapa pentingnya pendidikan bagi 
masa depan mereka dan keluarga mereka kelak, dengan diterima di 
lapangan pekerjaan yang layak.
Krisis ekonomi berdampak sangat buruk bagi peningkatan kualitas SDM. 
Banyak anggota masyarakat yang merupakan aset suatu negara tidak
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dapat melanjutkan studi (pendidikan) ke jenjang lebih tinggi karena 
ketidakmampuan ekonominya. Hal ini akan dapat diatasi apabila 
pengambil kebijakan dalam mengelola pembiayaan pendidikan lebih arif 
dan bijaksana dalam mengelola biaya pendidikan yang tersedia. Mereka 
hendaknya membantu SDM yang benar-benar membutuhkan, sehingga 
bantuan itu sangat bermanfaat. 

2. Program Wajib Belajar Formal
a. Meningkatkan akses dan perluasan kesempatan belajar bagi semua 

anak usia pendidikan dasar, dengan target utama daerah dan 
masyarakat miskin, terpencil, dan terisolasi. Pemerintah menyediakan 
biaya operasional sekolah (BOS) dalam jumlah yang cukup besar 
sebagai langkah awal pelaksanaan pendidikan dasar gratis.

b. Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan dengan menerapkan 
standar nasional pendidikan sebagai acuan dan rambu-rambu hukum 
untuk meningkatkan mutu berbagai aspek pendidikan nasional
termasuk mutu pendidik dan tenaga kependidikan, mutu sarana dan 
prasarana pendidikan, kompetensi lulusan, pembiayaan pendidikan 
dan penilaian pendidikan.

c. Meningkatkan anggaran pendidikan untuk dapat mencapai 20 persen 
dari APBN dan APBD sesuai amanat UUD 1945 dan UU No. 20 Tahun 
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Untuk mencapai angka 20 
persen itu, pemerintah telah memberi komitmen meningkatkan 
anggaran pendapatan secara bertahap.

d. Mendorong pelaksanaan otonomi dan desentralisasi pengelolaan 
pendidikan sampai dengan satuan pendidikan dalam 
menyelenggarakan pendidikan.

e. Memperkuat manajemen pelayanan pendidikan dalam rangka 
membangun pelayanan pendidikan yang amanah, efisien, produktif 
dan akuntabel melalui upaya peningkatan tata kelola yang baik (good 
governance) kelembagaan pendidikan.

f. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan 
pendidikan termasuk meningkatkan peran dan fungsi komite sekolah 
dan dewan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan berbasis 
sekolah dan masyarakat yang mencakup proses perencanaan, 
pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pendidikan. 
(Mulyani, 2005 dalam www.un.or.id). 

3. Strategi Pendidikan Non formal
Ada beberapa kelebihan dari model pendidikan ini. Yaitu, pertama, ia 
menggunakan kehidupan sehari-hari sebagai sarana dan materi belajar. 
Model pendidikan ini berbeda dengan sistem sekolah yang memberikan 
materi abstrak yang menjadi beban bagi sang murid. Model pendidikan ini 
menggunakan pengalaman nyata sebagai alat refleksi sehingga anak 
tanpa banyak kesulitan dapat mengambil contoh, melakukan kritik, 
berdialog secara demokratis dan membangun suatu pemahaman baru. 
Kedua, model pendidikan ini tidak mensyaratkan guru dengan kualifikasi 
tertentu, kecuali kesabaran dan sikap kritis, karena guru adalah sekaligus 
murid, yang memperoleh materi belajar bukan dari kurikulum, melainkan 
dari proses belajar yang terjadi. Ketiga, model pendidikan ini 
menyesuaikan waktu belajar dengan kondisi si murid, tidak dibakukan 
pada jam reguler selayaknya sistem sekolah. Sehingga anak tetap dapat
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melakukan aktivitasnya mencari nafkah. Keempat, yang paling penting, 
model pendidikan ini dibangun dari kebutuhan si anak dan komunitasnya. 
Sehingga, selain sebagai sarana belajar, ia juga membantu anak dan 
komunitasnya menjawab problem nyata sehari-hari. 

Model ini bukan tanpa kelemahan. Salah satu kendala utamanya adalah 
kontinuitasnya. Model pendidikan ini membutuhkan suatu kesabaran, tidak 
hanya dalam batasan waktu, tetapi kesabaran terhadap proses yang berjalan. 
Kendala lain dari kontinuitasnya tentu adalah pembiayaan yang harus 
ditanggung inisiator pendidikannya. Model pendidikan nonformal ini pun belum 
bisa mengatasi formalisasi dalam lapangan pekerjaan yang menuntut 
standardisasi tertentu (seperti ijazah dan indeks prestasi) karena sampai saat 
ini ia lebih ditujukan bagi kelompok marginal untuk bertahan hidup, mengatasi 
persoalan nyata sehari-hari (Sigiro, 2002 dalam www. Menlh.go.id).

Strategi yang lebih dikenal dengan strategi pemberdayaan ekonomi ini 
ditujukan untuk penduduk perempuan yag sudah dewasa yang sudah terlanjur 
putus sekolah. Sehingga mereka dapat mengembangkan diri mereka melalui 
ketrampilan guna dapat menambah pendapatan dalam keluarga mereka. 
Dengan ini mereka diharapkan dapat mempersiapkan mereka memasuki dunia 
eknomi yang kompetitif dan profesional. Mereka terlibat dalam beberapa 
kegiatan pengembangan kerajinan, salon kecantikan, mengelola café, Organic 
Farm, Nursery yang dikelola secara kelompok tanpa membedakan jenis 
kelamin. Dari sini diharapkan usaha dan produk yang dihasilkan mereka tak 
hanya menembus pasar di Kota Surabaya namun sampai ke penjuru nusantara 
(Umrah dalam Jurnal Perempuan, 2007:54).

Melihat kondisi perekonomian di Kota Surabaya yang masih memiliki jumlah 
kemiskinan yang tinggi yaitu (316.704 jiwa atau 11,70 persen). Maka penulis 
lebih memfokuskan strategi pengentasan kemiskinan melalui pendidikan non 
formal. Alasan utama dari efek buruk pendidikan formal atas distribusi 
pendapatan adalah adanya korelasi positif antara tingkat pendidikan seseorang 
dengan penghasilan seumur hidup. Korelasi ini dapat dilihat terutama pada 
mereka yang menyelesaikan sekolah menengah dan universitas. Dengan 
demikian, jelas pula bahwa sistem pendidikan formal yang ada itu justru 
cenderung mempertahankan atau bahkan memperburuk ketimpangan 
distribusi pendapatan di masyarakat (Todaro, 435:2004).

Simpulan dan Saran

Simpulan
1. Masih tingginya tingkat kemiskinan di Kota Surabaya, menyebabkan 

banyak penduduk perempuan ikut turut campur dalam mengurangi 
tingkat kemiskinan melalui bekerja. Dengan melihat faktor-faktor yang 
mempengaruhi wanita bekerja, maka dapat diketahui bahwa salah satu 
alasan wanita bekerja adalah faktor pendidikan. Hal ini dapat 
menunjukkan bahwa semakin tinggi  tingkat pendidikan wanita maka 
nilai waktu yang dimiliki akan semakin mahal. Sehingga bagi wanita yang
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mempunyai waktu relatif mahal tersebut cenderung untuk menggantikan 
waktu santainya untuk bekerja. Umumnya wanita dengan tingkat 
pendidikan tinggi setelah selesai menamatkan sekolahnya mereka tidak 
hanya akan tinggal di rumah mengurusi rumah tangga akan tetapi 
mereka akan ke pasar kerja. Pada kenyataanya pendidikan wanita di Kota 
Surabaya tidak mempengaruhi dalam penurunan tingkat kemiskinan di 
Kota Surabaya, walaupun tingkat pendidikan wanita dapat 
mempengaruhi tingkat pendapatan seorang wanita sekalipun. 

2. Dengan melihat kondisi penduduk Kota Surabaya dengan bertolok ukur 
pada jumlah penduduk miskin di Kota Surabaya maka penulis 
memfokuskan strategi pengentasan kemiskinan pada peningkatan 
kualitas pendidikan wanita, hal ini disebabkan karena penanggung beban 
kemiskinan terbesar adalah wanita dan untuk mengurangi disparitas 
gender dalam bidang pendidikan. 

Saran 
1. Diperlukan peningkatan kualitas pendidikan wanita melalui pendidikan 

formal dan non formal (program wajib belajar 12 tahun dan memberikan 
pelatihan-pelatihan ketrampilan) sebagai bekal untuk terjun di pasar 
kerja sehingga dapat meningkatakan pendapatan rumah tangga, yang 
kemudian berangsur-angsur dapat mengentaskan kemiskinan. Program 
ini cukup relevan dikarenakan masih banyaknya angka putus sekolah 
perempuan pada tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. 

2. Diberikan penyuluhan tentang pentingnya dan peranan usaha kecil dalam 
membantu peningkatan pendapatan keluarga dengan didukung 
memberikan kemudahan dalam melakukan kredit kepada ibu rumah 
tangga yang akan melakukan pengembangan usaha kecilnya.
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